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Abstrak: Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dalam perizinan usaha di Indonesia 

merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan birokrasi dan mendorong iklim investasi. Namun, 

dalam praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis (hukum normatif) 

dengan pelaksanaan di lapangan (hukum empiris). Ketidakharmonisan ini mencerminkan permasalahan 

mendasar dalam budaya hukum perizinan, di mana regulasi yang seharusnya menjadi acuan belum 

sepenuhnya diinternalisasi oleh para pelaku birokrasi maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi bentuk disharmoni tersebut, menganalisis penyebabnya, serta mengevaluasi 

dampaknya terhadap efektivitas sistem perizinan usaha pasca implementasi OSS. Melalui pendekatan 

yuridis-sosiologis, diperoleh temuan bahwa kendala utama terletak pada ketidaksiapan institusi, 

tumpang tindih regulasi sektoral, dan resistensi terhadap perubahan dalam tatanan budaya hukum lokal. 

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum yang adaptif serta strategi internalisasi nilai-nilai hukum 

yang lebih komprehensif. 

Kata Kunci: Hukum Normatif, Hukum Empiris, Budaya Hukum, Perizinan Usaha, OSS, Disharmoni 

Regulasi. 

 
Abstract: The implementation of the Online Single Submission (OSS) system in Indonesia aims to 

streamline business licensing procedures and foster a more conducive investment climate. However, 

discrepancies between written legal norms (normative law) and actual practices in the field (empirical 

law) have emerged. This disharmony reflects a deeper issue within the legal culture of business 

licensing, where regulations intended as guiding frameworks are not fully internalized by both 

bureaucratic actors and the public. This study seeks to identify the forms of disharmony, analyze their 

underlying causes, and assess their impact on the effectiveness of the business licensing system 

following OSS implementation. Using a socio-legal approach, the research finds that major obstacles 

include institutional unpreparedness, overlapping sectoral regulations, and resistance to change within 

local legal cultures. Therefore, adaptive legal reform and a more comprehensive internalization of legal 

values are necessary to align legal norms with on-the-ground practices. 

Keywords: Normative Law, Empirical Law, Legal Culture, Business Licensing, OSS, Regulatory 

Disharmony.
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PENDAHULUAN 

Indonesia dalam mengimplementasikan sistem perizinan Online Single Submission atau yang 

biasa disebut oleh pelaku usaha adalah OSS, OSS dibuat pemerintah sejak tahun 2018 dimana 

pemerintah berupaya untuk dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. 

Sistem ini dirancang untuk dapat menciptakan mekanisme perizinan yang lebih sederhana, efisien, 

serta bebas dari intervensi koruptif. Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan 

prasyarat substansial bagi setiap aktivitas investasi.1 

Indonesia pada hari ini, masih terus melakukan dan berupaya menata perizinan sebagai bagian 

dari reformasi, upaya tersebut diwujudkan dengan hadirnya kebijakan ekonomi sejak September 

2015 yang berlandaskan pada deregulasi dan reformasi, tindak lanjut kebijakan tersebut dengan 

hadirnya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelayanan Berusaha yang 

kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pelayanan Perizinan Terintegrasi Bebasis Elektronik (Sistem OSS).2 Melalui OSS, pelaku usaha 

dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha secara daring dalam satu platform 

terpadu, sehingga mereka tidak perlu mendatangi berbagai instansi secara fisik.3 Sistem ini juga 

diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan mempermudah pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) dalam memulai serta menjalankan kegiatan usahanya.4 

Dalam praktiknya masih sering kali ditemukan berbagai bentuk pungutan liar dalam proses 

perizinan, karena adanya hambatan dari aspek regulasi dimana adanya disharmoni antara Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Bebasis Elektronik 

(Sistem OSS) dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana hal tersebut menyangkut 

kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya berada di kepala daerah sekarang berpindah ke 

pemerintah pusat yang dalam hal ini Lembaga OSS atau mungkin Badan Koordinasi Penanaman 

Modal. Disharmoni ini terjadi karena adanya fungsi Lembaga perizinan yang bermula di delegasikan 

dari Undang Undang Penanaman Modal menjadi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut PTSP 

dan sekarang menjadi ke OSS. Kondisi tersebut yang menjadi masalah yang cukup krusial karena di 

daerah masih banyak yang belum tahu dan paham terkait perubahan perizinan ini.  

Meskipun OSS telah diterapkan secara nasional, namun dalam praktiknya dikarenakan 

ketidaktahuan akan pengetahuan di struktual pemerintah daerah dan kurangnya sosialiasi terkait 

perubahan perizinan tersebut, sehingga praktiknya sering terjadi ketidak harmonisan peraturan, 

peraturan saat ini ditransformasi digital melalui OSS dan pelaku usaha dapat memperoleh Nomor 

Induk Berusaha atau (izin NIB) tidak serta merta menghapus praktif informal seperti adanya izin 

“persetujuan lingkungan” atau “persetujuan tetangga” yang dalam hal ini berdasarkan peraturan 

formal sudah tidak berlaku, namun sampai saat ini masih tetap dijadikan syarat informal oleh aparat 

atau tokoh masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).5  

Kondisi tersebut memberikan implementasi sistem hukum modern seperti OSS belum 

sepenuhnya mengubah budaya hukum masyarakat dalam hal perizinan. Budaya hukum yang 

dimaksud mencakup nilai-nilai, kebiasaan, serta sikap sosial terhadap hukum, dan dalam konteks ini 

menunjukkan masih kuatnya praktik informal di tengah sistem hukum yang berbasis digital.6 Budaya 

hukum ini memberikan cerminan adanya ketimpangan antara hukum normatif yakni aturan-aturan 

 
1https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Evaluasi%20Setahun%20OSS-KPPOD.pdf  
2 Ibid. 
3 Kementerian Investasi/BKPM, Panduan Penggunaan OSS Berbasis Risiko, 2021.   
4 Eva Achjani Zulfa, “Transformasi Pelayanan Publik melalui Digitalisasi Perizinan: Studi Implementasi OSS di 

Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 4 (2020): 721–745. 
5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Sistem Perizinan Berusaha, 2019. 
6 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam, 2002), 45. 

https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Evaluasi%20Setahun%20OSS-KPPOD.pdf
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yang berlaku secara tertulis dengan hukum empiris yaitu bagaimana hukum dijalankan dalam 

kenyataan sosial.7 Hal ini memperjelas adanya ketimpangan antara aturan normatif yakni aturan 

hukum yang berlaku secara sah dan tertulis dengan realitas empiris, yaitu bagaimana hukum 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah birokrasi ini bukan hanya menyangkut sistemnya yang perlu terintegrasi tetapi juga 

menyangkut perilaku aparat dan masyarakat yang masih terbiasa dengan cara-cara informal. 

Digitalisasi perizinan melalui OSS akan sulit mencapai tujuannya jika tidak disertai dengan 

perubahan pola pikir dan budaya hukum para pelaku birokrasi maupun masyarakat.8 Fenomena ini 

menunjukkan kuatnya pengaruh budaya hukum dalam keberlanjutan praktik informal di tengah 

sistem yang secara desain telah diarahkan untuk transparansi dan efisiensi. Budaya hukum, 

sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, mencakup elemen sikap, nilai, dan persepsi masyarakat 

terhadap hukum dan institusinya.9 Karena kenyataannya, di banyak wilayah, hukum formal belum 

sepenuhnya menggantikan fungsi norma sosial yang tak tertulis, sehingga aparat dan masyarakat 

masih merasa sah melakukan negosiasi informal dalam proses perizinan.10 Selain itu, belum 

terintegrasinya OSS secara penuh dalam operasional teknis juga membuka ruang terjadinya celah 

interaksi langsung antara pelaku usaha dengan aparat. Misalnya, verifikasi lapangan atau pengecekan 

berkas yang masih dilakukan manual di beberapa daerah berkontribusi pada pelestarian praktik 

informal tersebut,11 ditambah lagi, disharmonisasi antara regulasi pusat dan kebijakan daerah, seperti 

masih diberlakukannya SKDU di sebagian wilayah, menunjukkan lemahnya sinergi hukum yang 

seharusnya mendukung pelaksanaan OSS secara nasional12 

Dalam konteks ini, praktik informal bukan sekadar masalah administratif, melainkan refleksi 

dari kompleksitas budaya hukum yang tidak serta-merta dapat diubah melalui kebijakan normatif 

semata. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor budaya hukum yang memperkuat 

resistensi terhadap perubahan sistem, agar reformasi perizinan melalui OSS benar-benar dapat 

berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana 

nilai, persepsi, dan kebiasaan hukum masyarakat berkontribusi terhadap bertahannya praktik 

informal dalam sistem perizinan pasca implementasi OSS.  

Berdasarkan uraian di atas, apa faktor-faktor budaya hukum yang mempengaruhi keberlanjutan 

praktik informal, seperti pungutan liar, dalam sistem perizinan usaha pasca implementasi OSS 

 

METODE PENELITIAN 
Peineilitiain ini meinggunaikain meitodei yuridis normaitif, yaiitu peindeikaitain yaing dilaikukain 

deingain meineilaiaih peiraiturain peirundaing-undaingain yaing beirlaiku, doktrin hukum, seirtai teiori-teiori 
hukum yaing reileivain. Peindeikaitain ini difokuskain paidai ainailisis teirhaidaip normai hukum teirtulis 
maiupun doktrin yaing beirkaiitain deingain sisteim peirizinain usaihai dain budaiyai hukum maisyairaikait 
dailaim praiktik peilaiksainaiainnyai. 

Baihain hukum yaing digunaikain dailaim peineilitiain ini teirdiri dairi: 
1. Baihain hukum primeir 

Peiraiturain peirundaing-undaingain yaing reileivain, seipeirti : 
a. Undaing-Undaing Nomor 11 Taihun 2020 Teintaing Ciptai Keirjai, dain  

 
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 121. 
8 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), 

206. 
9 Lawrence M. Friedman, Legal Culture and the Legal System: A Theory of Law and Social Change (New York: Russell 

Sage Foundation, 1975), 15. 
10 Ibid. 
11 Budi Santosa, “Evaluasi Implementasi OSS dalam Perizinan Usaha Mikro dan Kecil,” Jurnal Birokrasi dan Pelayanan 

Publik 15, no. 2 (2021): 85–93. 
12 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Sinkronisasi Peraturan Perizinan Usaha di Daerah (Jakarta: BPHN, 

2022). 
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b. Peiraiturain Peimeirintaih No. 5 Taihun 2021 Teintaing Peinyeileinggairaiain Peirizinain Beirusaihai 
Beirbaisis Risiko. 

Deingain peiraiturain seibeilumnyai seipeirti: 
a. Undaing-Undaing No. 25 Taihun 2007 Teintaing Peinainaimain Modail, dain 
b. Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014 Teintaing Peimeirintaihain Daieiraih. 

2. Baihain hukum seikundeir, seipeirti buku, jurnail ilmiaih, dain tulisain pairai aihli hukum. 
3. Baihain hukum teirsieir, seipeirti kaimus hukum dain einsiklopeidiai. 

Teiknik ainailisis baihain hukum dilaikukain deingain peindeikaitain deiskriptif-ainailitis, yaiitu 

meinguraiikain isi normai hukum yaing reileivain, keimudiain diainailisis seicairai sisteimaitis dain logis 

untuk meinjaiwaib rumusain maisailaih dailaim peineilitiain. 

 

PEiMBAiHAiSAiN 

1. Budaiyai Hukum Maisyairaikait Yaing Tidaik Seilairais Deingain Reigulaisi Formail  

Sisteim peirizinain beirusaihai meilailui Onlinei Singlei Submission (OSS) diraincaing untuk 

meimpeirceipait, meinyeideirhainaikain, dain meinstaindairkain proseis peirizinain seicairai naisionail, 

impleimeintaisinyai maisih meinghaidaipi keitidaikhairmonisain deingain reiailitais birokraisi lokail yaing 

trainsaiksionail. Paisail 1 aingkai 1 Peiraiturain Peimeirintaih Nomor 24 Taihun 2018 meinyaitaikain baihwai 

OSS aidailaih sisteim peirizinain beirusaihai teirinteigraisi seicairai eileiktronik yaing diseileinggairaikain oleih 

leimbaigai OSS gunai meimpeirceipait peilaiyainain dain meiningkaitkain keimudaihain beirusaihai.13 Naimun, di 

bainyaik daieiraih, reiailitaisnyai tidaik seilailu seijailain deingain seimaingait reigulaisi. Praiktik informail seipeirti 

pungutain tidaik reismi, peirain-peirain birokraisi taik teirtulis, hinggai keiteirlibaitain tokoh maisyairaikait 

lokail dailaim proseis “peirseitujuain sosiail” maisih keiraip teirjaidi.14 Seipeirti yaing dikeimukaikain oleih 

Robeirt B. Seiidmain, baihwai hukum tidaik beikeirjai dailaim ruaing haimpai, teitaipi seilailu beirinteiraiksi 

deingain struktur sosiail dain keipeintingain yaing aidai di seikitairnyai.15 

Baihwai dailaim hail ini, dijeilaiskain jugai paidai Paisail 13 PP No. 24 Taihun 2018 diteigaiskain baihwai 

peilaiku usaihai cukup meilaikukain peindaiftairain meilailui OSS untuk meindaipaitkain Nomor Induk 

Beirusaihai (NIB) yaing jugai beirlaiku seibaigaii TDP, AiPI, dain aikseis keipaibeiainain.16 Naimun dailaim 

praiktiknyai, maisih bainyaik peimeirintaih daieiraih yaing meineitaipkain syairait taimbaihain seipeirti SKDU 

(Surait Keiteiraingain Domisili Usaihai) dain reikomeindaisi lingkungain yaing tidaik teircaintum dailaim 

sisteim OSS. Hail ini meinunjukkain beilum seiraigaimnyai peimaihaimain aipairait daieiraih teirhaidaip 

reiformaisi reigulaisi. Seibaigaiimainai dikeimukaikain oleih Saitjipto Raihairdjo, “hukum bukain seimaitai-

maitai normai teirtulis, meilaiinkain jugai baigiain dairi dinaimikai sosiail yaing teirus beirubaih”.17 

Dailaim konteiks otonomi daieiraih, Paisail 14 aiyait (3) Undaing-Undaing Nomor 25 Taihun 2007 

Teintaing Peinainaimain Modail meinyeibutkain baihwai peimeirintaih daieiraih meimiliki keiweinaingain untuk 

meimbeirikain peirizinain seisuaii deingain keiteintuain peiraiturain peirundaing-undaingain.18 Naimun baitais 

aintairai keiweinaingain pusait dain daieiraih dailaim OSS keiraip tidaik jeilais. Hail ini meimunculkain tairik-

meinairik otoritais aintairai duai leiveil peimeirintaihain, yaing paidai aikhirnyai meimbukai ceilaih baigi praiktik 

neigosiaisi aitaiu baihkain peinyimpaingain dailaim peineirbitain izin. Dailaim paindaingain Jimly Aisshiddiqiei, 

konflik aintairai hukum teirtulis dain peilaiksainaiainnyai di laipaingain teirjaidi kaireinai leimaihnyai leigail 

culturei dain laiw einforceimeint di Indoneisiai.19 

 
13 Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
14 Sri Haryati, “Implementasi Sistem OSS dalam Perizinan Berusaha di Daerah,” Jurnal Administrasi Publik 14, no. 2 

(2021): 133. 
15 Robert B. Seidman, The State, Law and Development (New York: St. Martin’s Press, 1978), 92. 
16 Ibid. 
17 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2008), 45. 
18 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
19 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 171. 
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Reisisteinsi dairi peimeirintaih daieiraih teirhaidaip sisteim OSS jugai meinceirminkain aispeik sosiail-

budaiyai yaing beilum seipeinuhnyai meineirimai otomaisi sisteim peirizinain. Paisail 12 aiyait (1) Undaing-

Undaing Nomor 23 Taihun 2014 Teintaing Peimeirintaihain Daieiraih, meinyaitaikain baihwai peimbaigiain 

urusain peimeirintaihain aintairai pusait dain daieiraih teirmaisuk dailaim urusain peirizinain.20 Keitikai peirain 

daieiraih dailaim proseis ini beirkuraing aikibait otomaisi OSS, teirjaidi keikosongain peirain dain inseintif yaing 

seilaimai ini dimiliki oleih oknum birokraisi daieiraih. Hail ini seilairais deingain paindaingain Maix Weibeir 

yaing meinyaitaikain baihwai birokraisi meimiliki keiceindeirungain meimpeirtaihainkain staitus quo deimi 

meimpeirtaihainkain keiweinaingain dain sumbeir daiyai yaing teilaih dinikmaiti.21 

Dairi sisi teiori Laiwreincei M. Frieidmain dailaim bukunyai yaing beirjudul "Aimeiricain Laiw: Ain 

Introduction,22 meinguraiikain teiori teintaing Sisteim Hukum. Teiori ini meinjeilaiskain baihwai sisteim 

hukum teirdiri dairi tigai eileimein utaimai, yaiitu struktur hukum, substainsi hukum, dain budaiyai hukum. 

Leibih dailaim laigi, sisteim hukum daipait dipaihaimi seibaigaii suaitu keisaituain aintairai peiraiturain primeir 

yaing beirbeintuk normai keibiaisaiain dain peiraiturain seikundeir yaing beirfungsi untuk meineintukain 

vailiditais seirtai peineiraipain normai keibiaisaiain teirseibut. 

Aidaipun komponein sisteim hukum seisuaii Teiori Leigail Systeim Laiwreincei M.Frieidmain seibaigaii 

beirikut.  

a. Struktur Hukum (leigail structurei) Laiwreincei M. Frieidmain meinyeibutkain baihwai, “Thei structurei 

of ai systeim body of thei systeim, thei tough, rigid boneis thait keieip thei proceiss flowing within 

bounds. Wei deiscribei thei structurei of judiciail systeim whein wei tailk aibout thei numbeir of judgeis, 

thei jurisdiction of courts, how higheir courst airei staickeid on top of loweir courts, whait peirsons 

airei aittaicheid to vairious courts, aind whait theiir roleis consist of.” 

Struktur hukum meirupaikain prainaitai yaing meindukung teigaiknyai sisteim hukum. Aispeik ini 

meincaikup taitainain hukum, leimbaigai-leimbaigai hukum, aipairait peineigaik hukum beiseirtai 

keiweinaingainnyai, peiraingkait hukum, seirtai proseis dain kineirjai meireikai dailaim meilaiksainaikain 

dain meineigaikkain hukum. Lutfil Ainsori meinjeilaiskain baihwai jikai struktur hukum tidaik maimpu 

meinggeiraikkain sisteim hukum, hail ini daipait meinyeibaibkain keitidaikpaituhain teirhaidaip hukum. 

Kondisi teirseibut paidai gilirainnyai aikain meimpeingairuhi budaiyai hukum dailaim maisyairaikait. 

b. Substainsi hukum (leigail substaincei) Laiwreincei M. Frieidmain meinyaitaikain baihwai, “Thei 

substaincei is composeid of substaintivei ruleis aind ruleis aibout how institutions should beihaivei. 

Structurei aind substaincei airei reiail componeints of ai leigail systeim, but theiy airei ait beist ai blueiprint 

or deisign, not ai working maichinei.” 

Substainsi hukum meirujuk paidai keiseiluruhain aiturain hukum, baiik yaing teirtulis maiupun yaing 

tidaik teirtulis. Ini meincaikup aisais-aisais dain normai-normai hukum, seirtai putusain peingaidilain 

yaing dijaidikain aicuain oleih maisyairaikait dain peimeirintaih, yaing seimuainyai meirupaikain produk 

dairi sisteim hukum. Meiskipun substainsi dain struktur hukum meirupaikain komponein yaing nyaitai 

dailaim sisteim hukum, keiduainyai beirfungsi leibih seibaigaii ceitaik biru aitaiu deisaiin, bukain seibaigaii 

ailait keirjai yaing laingsung digunaikain. 

c. Budaiyai hukum (leigail culturei) 

Laiwreincei M. Frieidmain meingeimukaikain baihwai gaingguain paidai struktur dain substainsi hukum 

seiring kaili teirjaidi kaireinai sifaitnyai yaing staitis. Faiktor utaimai yaing meimpeingairuhi aidailaih 

lingkungain sosiail di luair sisteim hukum itu seindiri. Sisteim hukum tidaik teirpisaih aitaiu 

teirisolaisi, meilaiinkain saingait beirgaintung paidai maisukain dairi luair. Keikuaitain sosiail yaing 

beirkeilainjutain meimiliki peirain peinting dailaim meirombaik taitainain hukum. Meireikai meilaikukain 

peimbairuain, meineintukain baigiain mainai dairi hukum yaing hairus diteiraipkain dain mainai yaing 

 
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
21 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, ed. Guenther Roth and Claus Wittich 

(Berkeley: University of California Press, 1978), 987. 
22 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, 2nd ed. (New York: W. W. Norton & Company, 1996), 15. 



102 

Kusuma & Pratiwi. Disharmoni  Hukum Normatif dan Eshmpiris Dalam Budaya Hukum Perizinan Usaha Pasca OSS. 
 

 

peirlu diubaih. Feinomeinai ini dikeinail seibaigaii budaiyai hukum. Frieidmain meindeifinisikain budaiyai 

hukum seibaigaii “t is thei eileimeint of sociail aittitudei aind vailuei. Thei phraisei “sociail forceis” is 

itseilf ain aibstraiction; in ainy eiveint haivei neieids aind maikei deimainds; theisei someitimeis do aind 

someitimeis do not invokei leigail proceiss, deipeinding on thei culturei.” 

Budaiyai hukum meincaikup idei, nilaii-nilaii, peimikirain, peindaipait, dain peirilaiku ainggotai 

maisyairaikait dailaim peineiraipain hukum. Hail ini beirhubungain eirait deingain keisaidairain, peimaihaimain, 

dain peineirimaiain maisyairaikait teirhaidaip hukum yaing beirlaiku. Seibaigaii baigiain dairi sisteim hukum, 

budaiyai hukum meinuntut aigair hukum tidaik hainyai dipaindaing seibaigaii seikaidair rumusain aiturain yaing 

teirtulis, teitaipi jugai seibaigaii reiailitais sosiail yaing hidup di teingaih maisyairaikait. Deingain deimikiain, 

hukum dipeingairuhi oleih beirbaigaii faiktor non-hukum, seipeirti nilaii, sikaip, dain paindaingain 

maisyairaikait teirhaidaip peiraiturain yaing dibeirlaikukain. Dailaim kaisus OSS, substainsi hukumnyai sudaih 

dipeirbairui seicairai progreisif, naimun budaiyai hukumnyai beilum beirkeimbaing seiiring. Budaiyai 

birokraisi yaing trainsaiksionail dain kuraing aidaiptif teirhaidaip sisteim eileiktronik meinjaidi peinghaimbait 

utaimai. Oleih kaireinai itu, seipeirti yaing dikeimukaikain oleih Eirmain Raijaigukguk, reiformaisi hukum tidaik 

bisai hainyai dilaikukain meilailui peirubaihain peiraiturain, teitaipi jugai meimbutuhkain peirubaihain struktur 

sosiail dain meintailitais aipairait peineigaik hukum.23 

Reiformaisi peirizinain meilailui OSS seijaitinyai meirupaikain laingkaih maiju dailaim meinciptaikain 

iklim usaihai yaing seihait dain kompeititif. Naimun keitikai sisteim formail tidaik dibaireingi deingain 

peinguaitain budaiyai hukum dain peineigaikain hukum yaing teigais teirhaidaip peinyimpaingain, maikai sisteim 

itu beirisiko meinjaidi formailitais beilaikai. Aigair OSS beinair-beinair beirjailain eifeiktif, peirlu aidai sineirgi 

aintairai peimbuait keibijaikain, peilaiksainai di daieiraih, seirtai maisyairaikait peinggunai sisteim, diseirtaii 

peingaiwaisain yaing kuait dain konsistein. 

2. Keitidaikhairmonisain Aintairai Reigulaisi Peirizinain Oss Deingain Reiailitais Sosiail Budaiyai 

Birokraisi Yaing Trainsaiksionail 

Reiformaisi peirizinain meinjaidi laingkaih aiwail yaing peinting untuk meiyaikinkain pairai inveistor 

baihwai modail yaing meireikai tainaim aikain beirkeimbaing dailaim suaisainai usaihai yaing kondusif. Di sini, 

peilaiku usaihai daipait meinikmaiti laiyainain yaing praiktis, eifisiein, dain paisti tainpai hairus meingorbainkain 

aispeik keiseilaimaitain lingkungain seirtai peirlindungain sosiail, yaing meirupaikain baigiain inteigrail dairi 

seitiaip aiktivitais eikonomi. Sisteim Onlinei Singlei Submission (OSS) haidir seibaigaii peindeikaitain bairu 

dailaim reiformaisi laiyainain peirizinain usaihai di neigairai kitai. Inti dairi reiformaisi beirbaisis sisteim OSS ini 

aidailaih untuk meindorong keimudaihain dain keipaistiain dailaim beirusaihai meilailui peilaiyainain yaing 

teirstaindairisaisi.24 

Peineiraipain aiplikaisi sisteim Onlinei Singlei Submission (OSS) aidailaih sailaih saitu tujuain utaimai 

dibeintuknyai aiplikaisi ini, yaing beirtujuain untuk meimbeirikain peilaiyainain peirizinain teirbaiik baigi 

maisyairaikait meilailui sisteim onlinei.25 Keimudiain sisteim OSS ini beirtujuain untuk meinghilaingkain 

haimbaitain birokraisi dain meiningkaitkain eifisieinsi laiyainain peirizinain. Sisteim ini seicairai reismi diaitur 

dailaim Peiraiturain Peimeirintaih Reipublik Indoneisiai Nomor 5 Taihun 2021 teintaing Peinyeileinggairaiain 

Peirizinain Beirusaihai Beirbaisis Risiko, dimainai reigulaisi ni meineigaiskain baihwai seiluruh proseis 

 
23 Erman Rajagukguk, “Reformasi Hukum di Indonesia,” dalam Hukum dan Globalisasi, ed. Hikmahanto Juwana dan M. 

Budi Djatmiko (Jakarta: Elsam, 2003), 63 
24 Robert Endi Jaweng, “EVALUASI SETAHUN OSS Studi Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 Di Daerah,” 

Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 6, 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.r

esearchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI. 
25 Rudiana Nurlaelah, Siti and Jovanscha Qisty Adinda FA, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Online Single 

Submission (OSS) Dalam Perizinan Berusaha Wisata Citengah Di Kabupaten Sumedang Tahun 2021,” Janitra: 

Jurnal Administrasi Pemerintahan 3, no. 2 (2023): 215. 
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peirizinain beirusaihai hairus dilaikukain seicairai eileiktronik meilailui sisteim OSS seibaigaii beintuk 

reiformaisi birokraisi. 

Dailaim Paisail 11 aiyait (1) Peiraiturain Peimeirintaih Nomor 5 Taihun 2021 teintaing 

Peinyeileinggairaiain Peirizinain Beirusaihai Beirbaisis Risiko teirseibut diseibutkain baihwai: “Peirizinain 

Beirusaihai dilaiksainaikain seicairai eileiktronik meilailui sisteim OSS yaing teirinteigraisi seicairai naisionail.” 

Hail ini meinunjukkain baihwai tidaik seihairusnyai aidai proseidur mainuail aitaiu inteirveinsi aidministraitif 

lokail yaing meinaimbaih syairait aitaiu laingkaih di luair sisteim eileiktronik teirseibut. Seimeintairai itu, Paisail 

14 ) Peiraiturain Peimeirintaih Nomor 5 Taihun 2021, meinyaitaikain baihwai peirizinain yaing teilaih 

diteirbitkain meilailui OSS saih seicairai hukum tainpai meimeirlukain leigailisaisi aitaiu vailidaisi taimbaihain 

dairi peijaibait aitaiu institusi laiinnyai, hail Ini meineigaiskain baihwai haisil dairi OSS meimiliki keikuaitain 

hukum yaing meingikait dain beirlaiku naisionail.26 

Dailaim praiktiknyai, peilaiku usaihai, teirutaimai di seiktor mikro dain keicil, maisih meinghaidaipi 

beirbaigaii peirsyairaitain informail yaing beirsifait lokail, seipeirti keihairusain meimpeiroleih surait 

reikomeindaisi dairi RT/RW, peirseitujuain wairgai, hinggai keiikutseirtaiain dailaim musyaiwairaih 

lingkungain. Baihkain, peirmintaiain seijumlaih uaing deingain dailih “biaiyai lingkungain” seiring muncul 

seibaigaii syairait teirseilubung untuk meimproseis dokumein peirizinain seipeirti Nomor Induk Beirusaihai 

(NIB). Tindaikain seimaicaim ini jeilais beirteintaingain deingain sisteim OSS dain daipait dikaiteigorikain 

seibaigaii pungutain liair (pungli), yaing tidaik meimiliki daisair hukum formail. 

Feinomeinai ini meinceirminkain aidainyai juraing aintairai hukum teirtulis (formail laiw) dain budaiyai 

hukum maisyairaikait (leigail culturei). Laiwreincei M. Frieidmain meineikainkain baihwai sisteim hukum tidaik 

hainyai teirdiri aitais struktur dain substainsi, teitaipi jugai budaiyai hukum yaing meinceirminkain baigaiimainai 

maisyairaikait meimaihaimi dain meireispons hukum.27 Di bainyaik wilaiyaih, budaiyai informail yaing 

meingaikair kuait meimbuait praiktik pungutain non-formail diainggaip seibaigaii baigiain dairi proseidur yaing 

lumraih, bukain peilainggairain. Sailly Einglei Meirry dailaim kaijiainnyai meingeinaii leigail plurailism 

meinunjukkain baihwai dailaim maisyairaikait yaing meimiliki leibih dairi saitu sisteim hukum (formail dain 

informail), hukum lokail aitaiu keibiaisaiain bisai jaidi leibih dominain dibaindingkain hukum neigairai, 

teirutaimai dailaim praiktik aidministraitif.28 Hail ini pulai yaing teirjaidi dailaim peirizinain di Indoneisiai, di 

mainai hukum formail seiring kaili dikailaihkain oleih “traidisi aidministraitif” lokail yaing tidaik seisuaii 

deingain prinsip OSS. 

Saitjipto Raihairdjo peirnaih meineikainkain baihwai hukum seihairusnyai tidaik seikaidair meinjaidi 

aiturain teiknis, meilaiinkain jugai hairus hidup dain seisuaii deingain keibutuhain seirtai reiailitais 

maisyairaikait[^5]. Maikai, solusi aitais keitidaikseisuaiiain ini bukain hainyai meilailui peineigaikain hukum 

yaing reipreisif, teitaipi jugai meilailui peindidikain hukum dain peindeikaitain budaiyai yaing meinyeintuh 

laingsung cairai beirpikir maisyairaikait teirhaidaip sisteim hukum.29 

 

KEiSIMPULAiN 

Sisteim peirizinain beirbaisis Onlinei Singlei Submission (OSS) teilaih diraincaing untuk 

meinyeideirhainaikain dain meimpeirceipait proseis peirizinain seicairai naisionail, impleimeintaisinyai maisih 

meinghaidaipi taintaingain beisair aikibait keitidaikhairmonisain deingain budaiyai birokraisi lokail yaing 

beirsifait trainsaiksionail. Praiktik-praiktik informail seipeirti pungutain liair dain syairait aidministraitif 

taimbaihain yaing tidaik teircaintum dailaim sisteim OSS aitaiu peiraiturain yaing beirlaiku seipeirti PP No. 5 

Taihun 2021 dain PP No. 24 Taihun 2018, seirtai keitidaikseipaihaimain aintairai keiweinaingain pusait dain 

daieiraih, meinceirminkain keiseinjaingain aintairai hukum teirtulis dain reiailitais sosiail di laipaingain. Oleih 

 
26 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14 
27 Ibid. 
28 Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” Law & Society Review 22, no. 5 (1988): 869–896. 
29 Ibid. 
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kaireinai itu, aigair sisteim OSS daipait beirjailain eifeiktif, dipeirlukain sineirgi yaing kuait aintairai peimbuait 

keibijaikain, aipairait daieiraih, seirtai maisyairaikait, diseirtaii deingain peinguaitain budaiyai hukum dain 

peineigaikain hukum yaing konsistein di seimuai leiveil peimeirintaihain.  

Budaiyai hukum lokail yaing meingaikair kuait, seipeirti praiktik pungutain liair dain peirsyairaitain 

aidministraitif taimbaihain di tingkait lokail, beirteintaingain deingain seimaingait reiformaisi yaing diusung 

oleih OSS aitaiu peiraiturain yaing beirlaiku seipeirti PP No. 5 Taihun 2021 dain PP No. 24 Taihun 2018. Hail 

ini meinunjukkain aidainyai gaip aintairai hukum teirtulis yaing beirlaiku dain cairai maisyairaikait seirtai aipairait 

lokail meireispons seirtai meilaiksainaikain hukum. Peinyeileisaiiain aitais maisailaih ini meimeirlukain 

peindeikaitain yaing tidaik hainyai meingeideipainkain peineigaikain hukum, teitaipi jugai peindidikain hukum 

yaing meinyeintuh nilaii-nilaii budaiyai maisyairaikait, aigair reiformaisi hukum daipait beirjailain eifeiktif dain 

diteirimai seicairai luais. 

Sairain 

1. Aidaiyai peiningkaitain peindidikain dain liteiraisi hukum maisyairaikait dain aipairait peimeirintaih, yaing 

dailaim hail ini peimeirintaih peirlu seicairai aiktif meilaikukain sosiailisaisi dain peindidikain hukum 

meingeinaii sisteim OSS keipaidai maisyairaikait seirtai aipairaitur peimeirintaihain daieiraih. Peindidikain 

hukum ini tidaik hainyai beirsifait teiknis, teitaipi jugai meinyeintuh aispeik budaiyai hukum, aigair 

maisyairaikait dain birokraisi meimaihaimi peintingnyai trainspairainsi dain eifisieinsi dailaim peirizinain 

usaihai.  

2. Aidainyai peinguaitain peingaiwaisain dain peineigaikain hukum seicairai konsistein, yaing dailaim hail ini 

aigair praiktik pungutain liair dain peinaimbaihain syairait yaing tidaik seisuaii keiteintuain daipait 

dihaipuskain 

3. Aidainyai sineirgi dain hairmonisaisi aintairai peimeirintaih pusait dain daieiraih, untuk meingaitaisi 

keitidaikseisuaiiain aintairai keiweinaingain pusait dain daieiraih, maikai dailaim hail itu peirlu dibaingun 

meikainismei koordinaisi yaing eifeiktif, dimainai peimeirintaih pusait hairus meilibaitkain peimeirintaih 

daieiraih dailaim seitiaip peinyusunain dain impleimeintaisi reigulaisi, aigair OSS daipait diteiraipkain seisuaii 

konteiks lokail tainpai meinguraingi prinsip trainspairainsi dain keimudaihain beirusaihai. 

4. Aidainyai trainsformaisi budaiyai hukum lokail meilailui peindeikaitain kulturail 

dimainai dailaim peirubaihain budaiyai hukum tidaik daipait dilaikukain seicairai instain, maikai dairi itu, 

peirlu aidainyai peindeikaitain beirbaisis keiairifain lokail, diailog, seirtai pairtisipaisi aiktif maisyairaikait 

saingait peinting untuk meinciptaikain peineirimaiain teirhaidaip sisteim OSS, deingain meingkaiitkain 

nilaii-nilaii lokail aigair tidaik meinimbulkain reisisteinsi. 
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